
a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 ten tang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan
Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Pe?-ggunaan
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik
Negara, perlu dilalrukan perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014
Tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif
Angkutan Orang Dengan Kereta Api;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a;
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pcrhubungan
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan
Orang Dengan Kereta Api;
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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANMENTERIPERHUBUNGAN
NOMOR PM. 69 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PERHITUNGANDANPENETAPANTARIFANGKUTANORANG
DENGANKERETAAPI.

MEMUTUSKAN :

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor75);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2012 tetang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi
Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya
Penggunaan Prasarana Milik Negara, serta Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik
Negara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.48 Tahun
2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum untuk
Angkutan Orang dengan KeretaApi;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
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Menetapkan

Mengingat



1. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan
tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun
dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya
yang akan ataupun sedang bergerak di jalan reIyang
terkait dengan perjalanan kereta api.

2. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan
orang darr/atau barang dari suatu tempat ke tempat
lain dengan menggunakankereta api.

3. Penyelenggarasarana perkeretaapian adalah badan
usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian
umum.

4. Kereta adalah sarana perkeretaapian danj'atau
didorong lokomotif atau mempunyai penggerak
sendiriyang digunakan untuk mengangkut orang.

5. Kereta bagasi adalah kereta yang diperuntukkan
bagi penempatan barang-barang milik penumpang
dan/ atau barang kiriman.

6. Tarifangkutan orang adalah harga satuan jasa pada
suatu lintas pelayanan tertentu atas pelayanan
angkutan orang dengan kereta api.

7. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan
dalam nilai rupiah per penumpang kilometer
(Rpj'pnp.km],yang diperoleh dari hasil perhitungan
biaya pokokditambah keuntungan.

Pasal 1
DalamPeraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
NomorPM.69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan
Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api diubah
sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

PasalI
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keberangkatan ke stasiun tujuan yang dinyatakan
dalam satuan kilometer.

12. Faktor muat adalah perbandingan antara kilometer
penumpang dengan kilometerkapasitas tersedia.

13. Kewajiban pelayanan publik (Public Service

Obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk
memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada
masyarakat dengan tarif yang terjangkau

14. RKA(Rencana Kerja dan Anggaran) adalah rencana
kerja dan anggaran badan penyelenggara sarana
perkeretaapian.

15. Kereta rellistrik adalah sarana perkeretaapian yang
mempunyai penggerak sendiri menggunakan sumber
tenaga listrik.

16. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan
perkeretaapian.

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
tugas dan tanggungjawabnya di bidang
perkeretaapian.

penumpang stasiundariolehditempuh

8. Tarif jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan
dalam rupiah per penumpang (Rp/pnp), yang
merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan
jarak tempuh.

9. Biaya adalah nilai uang atas kegiatan baik berupa
pengeluaran maupun bukan pengeluaran yang
digunakan untuk menghasilkan produk.

10. Tarif pelayanan tambahan adalah besaran tarif yang
dinyatakan dalam rupiah per lintas pelayanan
(Rp/pnp) yang dihitung berdasarkan tingkat
tambahan pelayanan yang dinikmati oleh
penumpang.

11. Jarak tempuh adalah panjang perjalanan yang
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=n

=Kapasitas

=LF

keuntungan yang diharapkan
perusahaan untuk kelangsungan
dan pengembangan usaha
faktormuat berdasarkan realisasi
persentase tahun sebelumnya
kapasitas angkutan KAyang
bersangkutan.
jumlah lintas pelayanan KA

=
Dimana:
keuntungan

TarifDasar L Tarif Dasar KA Lintas Pelayanan

Rata-rata = n Lintas Pelayanan
= Rp/pnpKm

3. Ketentuan Lampiran Huruf E Point 1.b diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
l.b. TARIF DASAR KERETA API YANG MERUPAKAN

PENUGASANPEMERINTAH

2. Ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf d diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal9
Perhitungan tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud
dalam Pasa16 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :
a. Biaya per unit (cost per unit) merupakan biaya

penumpang kilometeryang diperoleh dari biaya total
operasi kereta api dengan faktor muat berdasarkan
realisasi tahun sebelumnya setinggi - tingginya90%
(sembilanpuluh persen).

b. Untuk kereta api lintas pelayanan baru faktor muat
berdasarkan kajian potensi angkutan.

c. Data standar operasional dan biaya yang digunakan
dalam perhitungan biaya pokok memperhatikan
tingkat akurasi, kewajaran dan efisiensi biaya serta
dapat dipertanggungjawabkan.

d. Didasarkan pada perhitungan biaya pokok sesuai
dengan komponen biaya yang bersumber dad data
yang tertuang dalam RKAyang sudah disahkan oleh
RUPS Badan Usaha periode pengoperasian Kereta
Apidari Badan Usaha PenyelenggaraSarana. _

e. Apabila pada saat perhitungan biaya pokok kereta
api angkutan orang pelayanan kelas ekonomi yang
merupakan penugasan oleh pemerintah, RKAbadan
usaha penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai
periode penugasan belum disahkan maka dapat
menggunakan data dalam RKA tahun berjalan
ditambah eskalasi.

f. Untuk kereta api angkutan orang pelayanan kelas
ekonomi yang merupakan penugasan oleh
pemerintah, tingkat keuntungan (margin) maksimal
sebesar 10% (sepuluh persen) yang dihitung dari
jumlah biaya pokok.
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sali~. n seS"l:.lai dengan aslinya
Kep Biro1frukT. dan KSLNr
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SRILESTARIRA AYU

Pembina Utama Muda (IVIe)
NIP. 19620620 198903 2 001

BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2015 NOMOR2007

WIDODOEKATJAHJANA

ttd

DIREKTURJENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
R.EPUBLIKINDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
Pada tangga130 Desember 2015

IGNASIUSJONAN

ttd

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIKINDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri mi dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal II


